SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 88 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 telah di tetapkan dengan
Bupati Serang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah sebagai organisasi yang melaksanakan urusan
pemerintahan penunjang bidang keuangan di Kabupaten
Serang;

bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum anggaran yang menyebabkan
perlunya dilakukan pergeseran antar kegiatan, antar
kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja,
dan/atau antar rincian obyek belanja serta sebagaimana
ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah maka Pergeseran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam
jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan
sekretaris daerah dilakukan dengan mengubah Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran
berkenaan;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Serang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang



10.

11.

12.
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan ...
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
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Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor
736);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2018 Nomor 11);

Peraturan Bupati Serang Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2018 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SERANG NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Peraturan Bupati Serang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun
2018 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

a. Pendapatan ...



a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp.2.966.755.359.772,00
2. Bertambah Rp. 0,00 (+)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.966.755.359.772,00
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
a) Semula Rp. 1.691.253.181.617,00
b) Bertambah  Rp. 15.068.793.450,00 +
Jumlah belanja tidak langsung BQp. 1.706.321.975.067,00
2. Belanja Langsung
a) Semula Rp. 1.512.911.354.281,00
b) Bertambah  Rp. 59.934.616.042,00 (_'_?Q
Jumlah Belanja Langsung p.1.572.845.970.323,00 (+)
Jumlah Total Belanja Rp.3.279.167.945.390,00 ‘(_)
Defisit setelah perubahan Rp. 312.412.585.618,00

c. Pembiayaan
1. Penerimaan pembiayaan Daerah

a) Semula Rp. 240.409.176.126,00
b) Bertambah Rp 75.003.409.492,00

+
Jumlah penerimaan pembiayaan (+)
setelah perubahan Rp.315.412.585.618,00
2. Pengeluaran pembiayaan Daerah
a) Semula Rp. 3.000.000.000,00
b) Bertambah Rp 0,00
: : (+)
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto Rp 312.412.585.618,00 )
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak Daerah pada Penjabaran
APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Badan
Pengelolaan Pajak Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah, sehingga
Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Badan
Pendapatan Daerah berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan ini.

3. Ketentuan Nomenklatur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada Penjabaran
APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi dihapus dan
diganti menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, sehingga
Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan ini.

Pasalll ...
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Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenSerang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal,1 Februari 2019

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008




